KEBIJAKAN

RINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM DIGITALISASI LAYANAN

BIDANG HUKUM




Indonesia

Negara Hukum TUJUAN
(UUD Ps. 1 ayat 3)

Pembangunan hukum nasional
menghasilkan puluhan ribu
peraturan per-uu

MASALAH REGULASI:

» hyper-regulation;

» Overlapping; | Kebijakan
» Inconsistency;

» Multitafsir;

» High Cost Economy
» Tidak efektif

SUPREMASI HUKUM
(MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR)
semua aktivitas dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan
bernegara harus berdasarkan hukum

REFORMASI HUKUM
Jilid 1l
Agenda Penataan
Regulasi




Home / News / Naslonal

Ini Fbkus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid Il

FABIAN JANUARIUS KUWADO

REFORMASI HUKUM lilid 1l
1. Penataan Regulasi

2. Perluasan Jangkauan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kecil

3. Membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui
pengembangan pemolisian masyarakat (polmas)



Penguatan pembentukan peraturan per-uu

Evaluasi seluruh peraturan per-uu

Pembuatan database peraturan per-uu terintegrasi

Tugas besar dan tanggung jawab semua Kementerian,
Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah.




KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

* Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Provinsi

— Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Produk Hukum
Daerah

* Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah

— Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Kota

— Kegiatan Publikasi Produk Hukum dan Pegelolaan
JDIH

— Penyelenggaran Bantuan Hukum dan penanganan
Sengketa Hukum

— Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM



PENGAWASAN PREVENTIF
PRODUK HUKUM DAERAH

GUBERNUR
Selaku Wakil
Pemerintah Pusat

1. Konsultasi

2. Evaluasi

3. Fasilitasi

4. Nomor Register




PERGUB JATENG No. 58 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kota
Di Jawa Tengah

Pasal 67

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses
penyelesaian evaluasi, fasilitasi, persetujuan rancangan
Perda dan pemberian nomor  register Perda
diselenggarakan sistem informasi pengawasan produk
hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi
sesuai ketentuan per-uu
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Sistem Informasi Pengawasan
Produk Hukum Daerah

birohukum.jatengprov.go.id



Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional
( JDIHN )

“ Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum
secara tertib, terpadu dan berkesinambungan

“ Sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara
lengkap, akurat, mudah dan cepat.



ORGANISASI
JDIHN

ANGGOTA JDIHN

* Kementerian Negara

PUSAT JDIHN Sekretariat Lembaga Negara

Lembaga Pemerintahan Non

BPHN Kemenkumham Kementerian
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Setwan Provinsi Dan Kab/Kota
Perpustakaan Hukum Pada PTN dan PTS
Lembaga lain yg ditetapkan oleh Menteri




JDIH TINGKAT PROVINSI

¥

JDIH JATENG
PERGUB NO. 24/2013

N N

ANGGOTA JARINGAN
* Instansi Provinsi

PUSAT IJDI

Biro Hukum
Setda Prov

e Kanwil Kementerian
* Perpus Fak Hukum
» Kabupaten/Kota
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PERPRES 33 TAHUN 2012

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

PERMENKUMHAM 8 TAHUN 2019

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

PERMENDAGRI 2 TAHUN 2014

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

PERGUB JATENG 24 TAHUN 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Provinsi Jawa Tengah
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PERPRES 95 TAHUN 2019
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

PERDA PROV JATENG NO. 11 TAHUN 2019

Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas

PERGUB JATENG 89 TAHUN 2016

Sistem Manajeman Informasi Terintegrasi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

PERGUB JATENG 58 TAHUN 2018

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Daerah Kabupaten Kota Di Jawa Tengah




Data Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah

Instansi

Biro Hukum Pemerintah
Provinsi

Bagian Hukum Kabupaten
Bagian Hukum Kota
Sekretariat DPRD Provinsi
Sekretariat DPRD Kabupaten
Sekretariat DPRD Kota

Perpustakaan Hukum

Jumlah

Jumlah

29

29

28

100

Website
JDIH

29

38

Integrasi dgn
jdihn.go.id

27

33

Aplikasi
Android

12

24



4  Media TIK
Pengelolaan JDIH

VIA KOMPUTER :

Website Integrasi Produk Hukum se Indonesia (jdihn.go.id)
Website JDIH (jdih.jatengprov.go.id)
Aplikasi Perpustakaan Hukum (e-dokum.jatengprov.go.id)

Cloud JDIH (jdih.jatengprov.go.id/cloud)

S

Data Center Produk Hukum Daerah Kab/Kota Se Jateng
(jdih.jatengprov.go.id/dc)



Website JDIH Jateng
(jdih.jatengprov.go.id)
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Website Integrasi Produk Hukum

BPHN
(jdihn.go.id)

C ® Notsecure | jdihn.go.id W 9%

Tipe Dokumen Jenis Dokumen

19.921 124:553 13.257

Produk Hukum Era Kolonial Monograf Hukum

£ =

Produk Hukum Tingkat Pusat Produk Hukum Tingkat Daerah Artike! / Majalah Hukum

Anggota JDIHN Terintegrasi

No Judul No Judul
Jumlah Dokumen Terintegrasi |
1 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 1 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
2  ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) SUBS DI H BAH BANTUAN SOSIAL BANTUAN i Y
KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA ‘ Q.
3 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA _ ‘
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 2 PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN. : -4
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAIY DAN '

DAERAH TAHUN 2014 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Jumlah Penaunijuna Hari Ini



Aplikasi Perpustakaan Hukum

(e-dokum.jatengprov.go.id)

[ ﬂ PERPUSTAKAAN -’Dl HUKUM - 1 Info Perpustakaan  Area Anggota Pustakawan Baniuan Pencarian  MASUK Pustakawan

&=’ | Provinsi Jawa Tengah

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
Ruang Biro Hukum, Sub Bag DIH Lantai 5, JI.. Pahlawan No.9 ,Semarang, Jawa Tengah Telp : (024) 8311174 Psw. 219 Faks : (024) 8446200
Website: ]




Aplikasi Cloud Service
(jdih.jatengprov.go.id/cloud)

@ Not secure | jdihjatengprov.go.id/cloud/index.php/login
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o “© 2012 JDIH Biro Hukum Pemprov Jateng

powered by ownCloud



. Data Center Produk Hukum A

(jdih.jatengprov.go.id/dc)

JARINGAN DOKUMENTAST DAN ENFORMASI HUKUM 2 O
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= YOUTUBE >

= INSTAGRAM

= TWITTER

= FACEBOOK  F

= WHATSAPP E..)
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JDIH Provinsi Jawa Tengah

jdihprovjateng

jdihprovjateng

JDIH Provinsi Jawa Tengah

0895 0228 1199



Pelita Jateng



Android JDIH Jateng (Pelita Jateng)

Pencari Literatur Peraturan
Jawa Tengah

IRRIREGAN DORLMENTAS] DU RFOSMAS] WUI0LM
“y PROVINSI JAWA TENGAH

FORM PENCARIAN

JEMIS PERATURAN

Produk Hukum Terbaru
Homor 10 Tahun 2045

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

Unduh di Playstore :
JDIH Jateng atau Pelita Jateng

Pelita Jateng




Android JDIHN (]dlhn.go.ld)

TENTANG JDIHN

jdihn-go-id ORGANISASI JDHHN

Mempunyai dua fungsi S
~utama S

+ Sehagai media pengintegrasia datapem ran hukum di GALERI FOTO / VIDEO

Indonesia ;

vsmgaimedtapencananp oduk huktim Indonesia mutal | RUANG UNDUH

zaman kolon| wfsampa!seka ng
’ -

’4_‘1 FAQ
_F

LOGIN

Unduh di Playstore :

JDIHN




' Kanal Aduan
Masyarakat

O Laporgub Masyarakat e 0811-2920-200
@ laporgub.jatengprov.goid (@ (024)844 1256

o Fanspage: Ganjar Pranowo o (@ganjarpranowo
Q Ganjar Pranowo o #laporqub

@ (@ganjar_pranowo

Alamat: JL. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Selatan,
@ Kota Semarang. Jawa Tengah 50249 Lapor Gub!




http://e-report.jdihn.go.id/

® Setiap Anggota JDIHN harus

. menyampaikan laporan
E-REPORTING pelaksanaan / pengelolaan JDIH
kepada Pusat JDIHN setiap Bulan
Desember

® Mekanisme pelaporan secara
manual (mengirimkan berkas
hardcopy ke Pusat JDIHN) telah
diperbarui dengan pelaporan
secara elektronik melalui aplikasi
e-Reporting




Aplikasi
Dalam Proses

@ Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
secara Elektronik (E-PHD)

Untuk memantau proses (tracking) penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur dan SK Gubernur

@ Aplikasi Layanan Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin (E-BANKUM)

Memudahkan akses masyarakat miskin dalam
permohonan bantuan hukum melalui internet






